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PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulisan Skripsi ini berdasarkan pembahasan dalam

hasil penelitian dan analisis data oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1.

Landasan yuridis peningkatan tipologi Polda NTB dari “B” menjadi “A”
adalah Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan
Peningkatan Tipologi. Peningkatan tipologi Polda NTB telah sesuai dan
memenuhi ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 yaitu bahwa
terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan, adanya dokumen usulan
peningkatan status kesatuan kewilayahan, pertimbangan peningkatan Tipologi
Polda NTB dari tipe B menjadi tipe A sesuai perkembangan lingkungan
strategis yang dihadapi saat ini serta pertimbangan khusus yang dimiliki oleh
Polda NTB, beban tugas yang dihadapi lebih besar dibandingkan dengan
Polda-Polda lain yang memiliki eselonisasi lebih tinggi (Tipe A), sedangkan
eselonisasi Polda NTB masih dibawah Polda-Polda dimaksud.

Implikasi hukum terhadap perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa
Tenggara Barat yaitu berdampak pada Sumber daya Manusia (SDM) semakin
bertambah baik personil Polri dan ASN Polda, bertambahnya jumlah sarana
dan prasarana Polda, bertambahnya operasional Polda dan kegiatan Polda,

bertambahnya anggaran operasional Polda NTB, dan sistem pelayanan publik
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semakin optimal, sehingga perubahan Tipologi Polda NTB dari B menjadi A
dapat memberikan  pelayanan = Kepolisian  kepada  Masyarakat,
mengefektifitkan pengendalian tugas dan fungsi kepolisian di wilayah hukum
Polda NTB.
B. Saran
Adapun saran peneliti berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan di
atas, yaitu sebagai berikut:

1. Kepoliasian Derah Nusa Tenggara Barat wajib mempertahankan dan
memajukan peningkatan Tipologi Polda NTB dari Tipe B menjadi Tipe A saat
ini, dengan harapan operasional Polda NTB dapat lebih optimal dan efektif
sesuai dengan tantangan yang semakin komplek dengan perkembangan
pembangunan dan kemajuan teknologi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya Polda NTB diharapkan memberikan inovasi terhadap program

kerja dan sosialisasi terhadap keadaan sosial masyarakat NTB.

2. Diharapkan pemerintah agar bersinergi dalam memberikan pelayanan publik
pada masyarakat dan selalu menjaga keamanan dan ketetiban di wilayah
hukum NTB. Dalam rangka mendukung peningkatan Tipologi Polda Nusa
Tanggara Barat diperlukan anggaran pembangunan fasilitas dan peralatan
materil yang memadai serta penambahan personel sesuai dengan pelayanan

Polri kedepan. Selanjutnya untuk kedepan tetap melakukan pembinaan
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terhadap SDM Polda dalam menjaga kebutuhan pelayanan masyarakat yang

lebih baik kedepan.
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